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RINGKASAN

Pemerintah daerah saat ini sedang menyusun sebuah kerangka kerja, atau
contoh kemajuan, yang disebut dengan perbedaan partisipatif dalam berbagai
kesempatan. Sebelum merdeka, bangsa ini menggunakan proses kemajuan yang
dikenal dengan istilah perbaikan partisipatif. Suatu tujuan dicapai melalui
serangkaian tindakan persiapan yang termasuk dalam sistem pengorganisasian.
Berfokus pada tugas-tugas yang perlu diselesaikan adalah tahapan terpenting dalam
setiap proses koordinasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana niat masyarakat setempat dalam membangun jalan di Jedong dalam
rangka meningkatkan dukungan masyarakat setempat terhadap pembangunan jalan
di Jedong, Pemerintahan Malang, Lokal Wagir. Peneliti menggunakan penelitian
kualitatif, dengan fokus penelitian perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa perencanaan yang dilakukan pemerintah desa jedong untuk meningkatkan
partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan yang utama adalah bersifat asas
transparansi atau keterbukaan kepada Masyarakat anggaran, pemerintah desa juga
memanfaatkan sumber-sumber yang ada pada desa baik secara material maupun
tenaga kerja. Kemudian dalam mencapai tujuan yang konkrit atau nyata pemerintah
desa melakukan MUSDES atau musyawarah desa dengan tujuan untuk menjaring
masukan dan aspirasi dari Masyarakat. Namun masih adanya kendala seperti
sebagian Masyarakat desa tidak mau berpartisipasi dalam hal Pembangunan desa.
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang mempunyai organisasi
pemerintahan negara yang membentuk daerah-daerah menurut peraturan
perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Saat ini, pemerintah
pusat memusatkan seluruh upayanya untuk melaksanakan kemajuan di daerah,
terutama di lingkungan metropolitan. Pemerintah daerah saat ini sedang menyusun
sebuah kerangka kerja, atau contoh kemajuan, yang disebut dengan perbedaan
partisipatif dalam berbagai kesempatan. Sebelum merdeka, bangsa ini
menggunakan proses kemajuan yang dikenal dengan istilah perbaikan partisipatif.
Suatu tujuan dicapai melalui serangkaian tindakan persiapan yang termasuk dalam
sistem pengorganisasian. Berfokus pada tugas-tugas yang perlu diselesaikan adalah
tahapan terpenting dalam setiap proses koordinasi (Harawan, 2017:19-74).

Merupakan tanggung jawab lingkungan sekitar, komunitas perkotaan, dan
otoritas regional untuk menyelesaikan pembangunan kota. Pakar publik harus
mampu membantu tugas-tugas relevan yang diberikan kepada negara sipil, seperti
tugas pemeliharaan, karena badan legislatif daerah bertanggung jawab untuk
melaksanakan tanggung jawab bersama. Perbaikan rata-rata lingkungan,
meningkatkan harapan masyarakat akan kenyamanan sehari-hari, dan jelas
memungkinkan jaringan lokal untuk bertahan hidup semuanya dipandang sebagai

komponen pembangunan. URL Sumbarprov.go.id Bantuan lokal sangat penting



untuk mencapai tujuan kampanye ini, yang didukung oleh masyarakat di seluruh
Republik Indonesia. Mencapai tujuan penerapan program peningkatan memerlukan
lebih dari sekedar peningkatan efisiensi pengumpulan mekanik dan pemberian
bantuan pemerintah daerah.

Tujuan dari perbaikan metropolitan seharusnya adalah untuk mendapatkan
pengakuan. Perbaikan rata-rata lingkungan, meningkatkan harapan masyarakat
akan kenyamanan sehari-hari, dan jelas memungkinkan jaringan lokal untuk
bertahan hidup semuanya dipandang sebagai komponen pembangunan. URL
Sumbarprov.go.id Bantuan lokal sangat penting untuk mencapai tujuan kampanye
ini, yang didukung oleh masyarakat di seluruh Republik Indonesia. Hasil tidak
hanya ditentukan oleh kemampuan para ahli pemerintah dalam memenuhi tujuan
pelaksanaan program; upaya untuk memastikan kemampuan dan kesejahteraan
jaringan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program kemajuan
juga berperan. Peningkatan melalui kolaborasi lingkungan setempat melibatkan
keterlibatan tetangga dalam merencanakan kemajuan mengenai sumber daya yang
komprehensif berdasarkan penilaian yang cerdik (Herman, 2019: 11-57). Hal ini
dianggap dapat mengangkat tujuan sebagai kebutuhan dan keinginan sah yang
menjadi perhatian publik, meningkatkan motivasi dan keterlibatan kelompok
lingkungan dalam pola pembangunan, dan memperkuat rasa akuntabilitas mereka
dalam proyek perbaikan yang direncanakan. Dukungan adalah keputusan sadar
masyarakat untuk terlibat, keinginan mereka untuk berhasil dalam menunjukkan
minat, dan motivasi mereka untuk melakukannya. Kemajuan lingkungan mencakup

komunitas perkotaan dan lingkungan individu, serta upaya bersama dari anggota



lingkungan untuk mengembangkan kota. adalah dukungan jaringan untuk kota.
Wilayah Sistem Malang menempatkan Lingkungan Wagir pada peta
stiemmamuju.ejournal.id. Di sublokalitas ini terdapat 63 kelurahan, 12 kelurahan,
278 RT, dan 90 RW. Perlu dicatat bahwa Kini terdapat dua belas komunitas
perkotaan lagi: Bedalisodo, Gondowangi, Jedong, Mendalawangi, Pandanlandung,
Sidorahayu, Sitirejo, Sukodadi, dan Sumbersuko. Tolong beritahu saya jika ini ada
gunanya. Pemerintah Malang mempunyai kewenangan untuk mengelilingi wilayah
Wagir dengan banyak zona. Kawasan Wajak dan Dau dengan jelas menandai batas
utara Kota Wagir. Untuk saat ini kawasan ini berbatasan langsung dengan Kawasan
Sukun, Kota Malang, di sebelah timur. Di sebelah selatan, kawasan Wagir
berbatasan dengan kawasan Pakisaji dan Ngajum. Selain itu, wilayah ini berbatasan
dengan wilayah Doko di wilayah Rezim Blitar di bagian barat. Jedong merupakan
salah satu kawasan perkotaan di wilayah Wagir yang memiliki potensi
pertumbuhan metropolitan. Potensi ini merupakan komponen penting suatu tempat
karena merupakan sarana kemajuan. Kapasitas Kota Jedong menempati urutan
ketiga dalam daftar. Hal ini mungkin mencakup sumber daya permanen serta lahan
pedesaan (sawah). Untuk mendorong laki-laki mencari pekerjaan, pembangunan
hotel baru, tugas memancing air tawar, dan bisnis yang menjual furnitur dan
mekanik disambut baik.

Strategi pemeliharaan komunitas yang memungkinkan masyarakat
mengidentifikasi kebutuhan pribadinya atau kebutuhan komunitasnya sebagai
pembenaran untuk menyelenggarakan perbaikan adalah konsep perbaikan

partisipatif. Kolaborasi teritorial sangat penting dalam proses perencanaan



perbaikan karena hal ini dapat meningkatkan sikap kepemilikan dan rasa tanggung
jawab lokal terhadap perbaikan. Karena merekalah yang memahami permasalahan
dan perlunya perubahan di tingkat provinsi. Memanfaatkannya dan menentukan
apakah kemajuan dalam profesi mereka bermanfaat, terserah mereka. Oleh karena
itu, lingkungan harus diakui dalam mengorganisir inisiatif, melaksanakan
kemajuan, dan mengevaluasi kemajuan 3 untuk memajukan pembangunan wilayah
metropolitan yang berdekatan. Jika digabungkan dengan statistik kemajuan,
diyakini bahwa dugaan lokal dapat memperkuat upaya untuk memajukan kondisi
dan standar kenyamanan reguler dalam pemerintahan kota. baik bantuan yang
diberikan oleh kota maupun kemampuannya untuk memberikan tanpa batasan.
Antusiasme masyarakat setempat untuk berpartisipasi menunjukkan betapa pada
dasarnya mereka mampu berproduksi tanpa syarat di sana. Menetapkan batas-batas
provinsi setempat mungkin diperlukan untuk memfasilitasi pengembangan wilayah
lingkungan dan meningkatkan keterlibatan wilayah tetangga. Ide utama di balik
lingkungan ini adalah untuk memberikan bantuan berbasis suara dalam kasus ini.
Hasilnya, dukungan lebih dari sekedar keterlibatan; hal ini juga melibatkan suatu
profesi, terutama dalam mengelola organisasi yang dapat memajukan kepentingan
lokal, terutama pada organisasi provinsi. Untuk mengikat tujuan-tujuan
perencanaan perbaikan, pemerintah mengadakan serangkaian musyawarah yang
dikenal dengan Musrenbang (Perenungan Perencanaan Perbaikan). dalam kapasitas
alat pengorganisasian dengan keterlibatan klien. Tingkat kecamatan/kota

merupakan tingkat pemerintahan yang paling rendah dalam Musrenbang ini, dan



berlanjut ke tingkat yang paling tinggi yaitu tingkat kecamatan dan tingkat
kabupaten/kota.

Peneliti menemukan masalah di Jedong selama penelitian lapangan mereka:
beberapa warga memilih untuk tidak berpartisipasi dalam inisiatif pembangunan
kota, seperti memperbaiki jalan tol yang rusak. Hal tersebut juga disampaikan oleh
salah satu pimpinan Dusun Krobyokan Kota Jedong, Pak Rani. Dia mengatakan
dalam pernyataannya bahwa tidak banyak jaringan kota yang menggunakan
perspektif mereka sendiri, dan selain itu, Kepala Kota Jedong juga mengamati
adanya hambatan tertentu dalam pekerjaan ini. memperluas bantuan lokal provinsi
di beberapa domain. Sesuai pada masalah yang dibahas diatas maka dari itu peneliti
ingin melakukan penelitian dan mengangkat judul berkaitan dengan “Perencanaan
Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan jalan”.

1.2. Rumusan Masalah
1. Peran apa yang dapat dimainkan oleh kerjasama lokal dalam Rencana
Peningkatan Jalan Peraturan Jedong, Wilayah Wagir, Malang?
1.3. Tujuan penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana niat masyarakat setempat dalam
membangun jalan di Jedong dalam rangka meningkatkan dukungan
masyarakat setempat terhadap pembangunan jalan di Jedong,
Pemerintahan Malang, Lokal Wagir.
1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis



Untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan dasar pengamatan
langsung para ilmuwan dalam rangka melakukan penelitian.

. Manfaat Akademis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber atau alat untuk
memperoleh pengetahuan dan data, menginspirasi penelitian lain dan

memberikan kontribusi di lapangan.
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